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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perjanjian Pemisahan Harta Bersama dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 ditinjau dari Prinsip-Prinsip
Perjanjian Perkawinan”. Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini yaitu: ratio legis
perjanjian pemisahan harta bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun
2015, dan akibat hukum perjanjian pemisahan harta bersama dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang tidak dibuat dengan akta Notaris.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan
tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah ratio legis dari pengaturan perjanjian
pemisahan harta bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015
adalah untuk menjamin kepastian hukum karena sifat akta Notaris yang memiliki
pembuktian yang sempurna. Akibat hukum jika perjanjian tersebut tidak dibuat
dengan akta Notaris adalah tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas /ex
superior derogat legi inferior, maka ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengesampingkan ketentuan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Hendaknya segera dilakukan revisi
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 untuk menghindari konflik
norma yang terjadi.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akta Notaris
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